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KETUA PENGADILAN TINGG! PONTIANAK

Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencarf keadilan guna
memberikan prima, akuntabel, dan anti korupsi, kolusi dan nepotisme, maka
periu dilaksanakan perubahan sistem pelayanan; -

Bahwa perubahan sistem pelayanan tersebut adalah pelayanan yang dslakgnakan secara
mﬁmgradddansamkaaammdimutddaﬁtghapaufa!sampadengmtahap
mmmmmpmrmmmmmm; _

Bahwa uniuk mewujudkan sistem pelayanan tersebut, maka perlu . dntet_apkan

Mahkamah Agung RI Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tanggal 26 Februari 2018 tentang
PedomanStmdaPelaymmTemaduSaMPinm(PTSP)padaPengadﬂmegidan
Pengadilan Negeri. _

Bahwa Pengadilan Tinggi Pontianak berdasarkan huruf (c) tersebut, telah menetapkan SK
Penyelenggaraan Pelayanan  Terpadu Satu Pinu (PTSP) Nomor : WI17-
U/BO7/SK/KP.04.5/32018 tanggal 29 Maret 2018, namun dikarenakan adanya
promosi/mutasi Pimpinan, Hakim Tinggi, Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional di
lingkungan Pengadilan Tinggi Pontianak, maka perlu dilakukan pembaharuan terkait
Struktur penyelenggaraan PTSP tersebut.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Pubfik; '
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Y
Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan -
Terpadu Satu Pinky;
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan |
Pengaduan (Whistleblowing System);
Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026 Tahun 2012
Tentang Standar Pelayanan Pengadilan;
Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik indonesia Nomor F144/KMA/2011 -
tentang Pedoman Pelayanan Iinformasi di Pengadilan;

Surat Direkir  Jenderal Badan Peradilan Umum  Nomor
1586/DJUISKPS01/9/2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan Pemberian Informasi
Publik untuk Masyarakat Pencari Keadilan dan Standar Meja Indormasi di Pengadilan;
Surat Keputusan Direkior Jenderal Badan Peradlan Umum  Nomor
77/DJUSK/MHMO02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu

(PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadiian Negeri.
MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KETUA  PENGADILAN TINGGI  PONTIANAK  TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) PADA
PENGADILAN TINGGI PONTIANAK.

. Mencabut Surat Keputusan Kelua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor :@ W17-



Kedua

Keempat

U/697/SKIKP.04.5/3/2018 tanggal 29 Maret 2018 beserta lampirannya dan menyatakan tidak
berlaku lagi.

kembali mereka yang namanya tercantum dalam Struktur Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi Pontianak ini, untuk menyelenggarakan Pelayanan
Mm&&mmmwwmmmpamm
Dalam menjalankan tugas tersebut, Pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab kepada Ketua
Pengadilan Tinggi Pontianak;
memmmmmmmmmmam&
sebagaimana mestinya;
Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan
dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : PONTIANAK
Pada tanggat . 22 FEBRUAR! 2019

,SH,MH -~

NIP. 19550222 198303 1 002
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LAMPIRAN II KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI PONTIANAK
NOMOR : W17-U/ Yo% ISKIKP.04.5/2/2019
TANGGAL ;2% Februar 2019

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
PADA PENGADILAN TINGGI PONTIANAK

————L et

Pengadilan. '

2. Mengangkat Pejabat Pengelola, Penanggungjawab dan |
petugas Pelayanan Terpadu Salu Pintu (PTSP). ‘

3. Mensosialisasikan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(PTSP) kepada seluruh aparat pengadilan.

4. Memberikan pengarahan kepada Pejabat Pengelola,
Penanggungjawab, dan petugas Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (PTSP).

5. Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Pejabat Pengelola
Pelayanan Terpadu Satu
Pintu (PTSP)

1. Membuat meja pelayanan terpadu, menyediakan sarana
| prasana sesuai kebutuhan sejumiah Panmud yang ada
pada Kepaniteraan dan Bagian/Sub Bagian Umum dan
Keuangan pada Kesekretariatan pengadilan.

2. Menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(PTSP) secara efekiif, efesien dan ekonomis.

3. Berkoordinasi dengan Pimpinan Pengadilan, Pejabat

. Teknis dan Non teknis agar pengelolaan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (PTSP) dapat berjalan dengan bak.

4. Pejabat Pengelola Pelayanan Terpadu Salu Pintu
(PTSP) dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya
bertanggung jawab kepada atasan Pejabat Pengelola
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) .

Penanggungjawab
Pelayanan Terpadu Satu
Pintu (PTSP)

1. Membani: Pejabat Pengeloia Pelayanan Terpadu Salu
. Pintu (PTSP) dalam mengelola pelayanan pengadilan |
i yang dilaksanakan oleh Petugas PTSP.

2. Penanggungjawab Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(PTSP) bertanggungjawab Kepada Pejabat Pengelola
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

3. Membimbing dan membina petugas Pelayanan Terpadu

| Satu Pintu {PTSP), serta melakukan monitoring dan !

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Petugas Pelayanan
Terpadu Satu Pintu

(PTSP) Kepaniteraan

1. Menerima pefimpahan berkas banding perkara pidana,

i  perdata, dan menerima permohonan pelantikan dan

| pengambilan sumpah sebagai advokat

| 2. Menerima pengaduan, permohonan informasi dan

{  memberikan informasi sesuai Surat Keputusan Ketua
Mahkamah Agung Rl Nomor 1-144.

3. Menerima pengaduan, permohonan informasi dan
memberikan informasi sesuai Surat Kepulusan Ketua
Mahkamah Agung RI Nomor 1-144.

4. Menenima pengaduan, permohonan informasi dan
memberikan informasi sesuai Surat Keputusan Ketua




Mahkamah Agung Ri Nomor 1-144. *-

5. Menemnadmnmymmmﬂym
ditujukan don yang dikeluadan m
Pengadilan Tinggi Pontianak.

PemgasPelaymTermdu 1. Menerima dan menyerahkan seluruh surat-surat yang
SauPirmI(PTSP) i ditujukan dan yang dikeluarkan kesekretanatan
 Kesekretariatan | Pengadilan Tinggi Ponfianak; :
2. Menerima, Mencatat surat masuk pada aplikasi
elektronik PTSP;

3. Mengarahkan famu sesuai keperiuannya

_ MH.V
‘ NIP 19550222 198303 1 002



LAMPIRAN Ill KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGG! PONTIANAK

NOMOR : WA7-U/ Jo5/SKKP.04.5/2/2019
TANGGAL : 99~ Februari 2019

JADWAL PETUGAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
PENGADILAN TINGG1 PONTIANAK

1 SENIN KEPANITERAAN SISKA, SE.
KESEKRETARIATAN ZULKARNAIN, S.Kom.

2 SELASA KEPANITERAAN INDRI DWI PRATIWI, S.E.
KESEKRETARIATAN | ANDRY MAHBUB, SM.

3 RABU KEPANITERAAN DWI WAHYU PRASETYO, S.Kom.
KESEKRETARIATAN RIKA PUTRI ANDRIANI, A.Md.

4. KAMIS KEPANITERAAN TEOFILUS HERI SASWARL, SE. MAK
KESEKRETARIATAN HAIFA, SE.

5. JUMAT KEPANITERAAN ENI IARIAT, AMd.
KESEKRETARIATAN FADIYAH, SE.

Keterangan :

*) Apabila petugas yang mendapatkan giliran

berhalangan,

agar  berkoordinasi  dengan

penanggungjawab pelaksanaan PTSP bidangnya
masing-masing dan digantikan oleh petugas fain
dengan mekanisme tukar jadwal.

KETUA PENGADILAN ANGGI PONTIANAK

S.H.MH ¥
NIP. 18550222 198303 1 002
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LAMPIRAN IV KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI PONTIANAK
NOMOR : W17 302 ISKKP 04.5/12/2019
TANGGAL : &2 Februari 2019

SOP PELAKSANAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)

Dasar Hukum :
Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik;

mwmmmmWEMmmmmmmmmmm;
Hﬂum&mNMMWHmMHMQMWWmm%Wmmmmme
PMMMMMQTMMGTMMMWWWW@
&mwmmmwmmmmmmzrmmm
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Pengadiian;
WWKMWMMWMNWMW1 tentang Pedoman Pelayanan
informasi di Pengadilan;
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